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P U T U S A N 

Nomor 632/Pdt.G/2022/PA.Ktbm 

ِِ بِسْمِِ
َ

حْمَن ِ اللّ
حِيمِِ الرَّ  الرَّ

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata  pada tingkat pertama dalam siding elektronik Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN 

LAMPUNG UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada Tukimin,S.H.I. Advokat yang berkantor di Jalan 

Protokol Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara, 

dengan domisili elektronik pada  alamat email 

mastukyjuhdielharky@gmail.com, berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar di 

kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 

216/SKH/7/2022/PA.Ktbm tanggal 18 Juli 2022, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Mekar Asri  RT 012 RW 

005 Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah 

Kabupaten Lampung Utara, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli 2022 telah 

mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kotabumi dengan register perkara Nomor 632/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 

tanggal 18 Juli 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1.  Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat 

melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Islam, di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara, sebagaimana 

termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/012/X/2021 tertangal 22 

Oktober 2021;   

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan 

rasa saling suka antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari 

pihak lain, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;   

3. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di 

rumah tergugat di Dusun Bumi Asri Timur RT/RW: 012/005 Desa Mekar Asri 

Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara selama kurang lebih 

sebulan, kemudian Penggugat pindah ke Desa Baru Raharja RT/RW: 003/002 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;   

4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai 

anak;   

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia 

dan harmonis. Akan  tetapi  pada sekira bulan Oktober tahun 2021, antara 

penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Faktor 

penyebabnya sebagai berikut Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap 

nafkahPenggugat;    Tindakan Tergugat yang menelantarkan Penggugat 

saat tertimpa sakit dan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan 

dalam pemikiran atau beda pendapat;   

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 

sekira akhir bulan November tahun 2021, yang faktornya adalah karena 

Tergugat berkata dan berperilaku kasar dengan mencekik Penggugat saat 

mengingatkan anak Tergugat;   

7. Bahwa sejak peristiwa tersebut hingga sekarang, antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri yang baik dan tidak 

harmonis, serta sejak bulan November tahun 2021 sampai sekarang antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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8. Bahwa terkait dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

pernah dimusyawarahkan secara kekeluargan, akan tetapi tidak berhasil;   

9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak 

dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan 

rahmah tidak dapat diharapkan kembali;   

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak Ridho karena 

penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya penggugat 

bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama 

Kotabumi;   

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;   

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat ini telah 

memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam;   

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

Primair : 

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;   

2. Menyatakan perkawin anantara Penggugat dan Tergugat yang telah 

dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2021 yang dicatatkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten 

Lampung Utara Provinsi Lampung sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan 

Akta Nikah Nomor :019/012/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021. Putus Karena 

Perceraian dengan segala akibat hukumnya;   

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum  

Subsidair : 

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil 

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan 

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang 

sah; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya  

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan Penggugat yang 

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;  

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti sebagai berikut : 

A. Surat. 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 

1803086312980004 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AGama Kecamatan 

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, Nomor 019/012/X/2021 

Tanggal 22 Oktober 2021; 

Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya 

dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2; 

B.  Saksi. 

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, 

bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah ibu kandung 

Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

− Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat  tinggal di rumah 

Tergugat tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) 

bulan; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat  belum dikaruniai anak; 

− Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun 

dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat  sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering 

bertengkar dan berselisih; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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− Bahwa Penggugat dan Tergugat  sering berselisih dan bertengkar 

sejak seminggu setelah menikah; 

− Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan tempat tinggal 

Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah Tergugat 

kurang, Tergugat hanya memberi nafkah kurang lebih Rp10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah) setiap harinya, saksi mengetahui Pengggugat 

berbelanja sendiri. Tergugat juga tidak mau mengurus Penggugat saat 

Penggugat sakit sehingga Penggugat justru menelpon saksi saat sakit, 

padahal Tergugat ada di rumah; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat  sudah pisah rumah sejak November 

2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah 

saksi; 

− Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan 

Tergugat  tidak pernah rukun lagi; 

− Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak 

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxxxxx, bertempat 

tinggal di Padang Ratu RT05 RW02 Kecamatan Sungkai Utara, saksi 

adalah paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat  tinggal di rumah 

Tergugat tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) 

bulan  dan  belum dikaruniai anak; 

− Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak November 2021, 

Penggugat dan Tergugat berpisah; 

− Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah 

orang tuanya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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− Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah 

mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya 

dari keluhan Penggugat sejak awal menikah; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak kurang 

lebih seminggu setelah menikah; 

− Bahwa menurut pengaduan Penggugat, Penggugat dan Tergugat 

bertengkar karena Tergugat nafkahnya kurang dan tidak perhatian, 

bahkan saat Penggugat sakit sampai jatuh di kamar mandi, Tergugat 

membiarkannya sehingga Penggugat menelpon ibunya untuk 

mengurusnya saat sakit; 

− Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan 

Tergugat  tidak pernah rukun lagi; 

− Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi  tidak 

sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu 

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatanya dengan memberikan 

kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok 

perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa 

Penggugat tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan 

profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili 

hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa 

Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat 

harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat; 

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang hadir di muka sidang, 

telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, 

karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada 

pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima 

kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh 

mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan 

penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat 

tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus 

Penggugat kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala 

syarat tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat, baik secara formil 

maupun materiil telah terpenuhi, maka kuasa hukum Penggugat dapat diterima; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan 

cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat 

yang menikah di bulan Oktober 2021 mulai tidak harmonis di bulan yang sama, 

sering berselisih dan bertengkar karena nafkah Tergugat kurang, Tergugat 

menelantarkan Penggugat saat sakit dan sering beda pendapat, pertengkaran 

tersebut berpuncak di bulan November 2021 dan menyebabkan Penggugat 

dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak berhasi didamaikan; 

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan 

patut, tidak  datang  menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang 

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di 

persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh 

sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan 

tidak hadir; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan 

meskipun  telah dipanggil secara resmi dan patut,  maka  Tergugat telah 

melepaskan haknya dan dalil gugatan  Penggugat harus  dianggap  benar,  
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namun  ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan 

alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus 

memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari 

penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil -dalil 

gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti tertulis P-1   dan P-2 serta dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa 

fotokopi dari  surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah 

dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis 

Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat 

bukti surat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan  bukti P-1, telah ternyata  Penggugat saat 

ini berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi 

Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan kententuan pasal 73 ayat 1 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan 

ke Pengadilan Agama Kotabumi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan 

Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah 

cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan 

keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang 

harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut 

dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak 

pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mendapat 

pengaduan Penggugat tentang masalah nafkah yang kurang dan Tergugat 

menelantarkannya saat sakit, pengaduan mana telah dilakukan Penggugat sejak 

awal menikah dan sesuai dengan keterangan saksi pertama yang mengetahui 
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sendiri semua hal yang dikeluhkan Penggugat kepada saksi kedua, karenanya 

keterangan saksi-saksi cukup menguatkan dalil Penggugat; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan 

Tergugat berpisah sejak bulan November 2021 dan tidak pernah rukun lagi; 

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud 

perselisihan dan pertengkaran fisik, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat yang bermasalah sejak awal menikah dan berpisah sehingga 

masalahnya tidak menemukan jalan keluarnya, gambaran mana dapat 

dikategorikan perselisihan dan pertengkaran non fisik antara Penggugat dan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa rumah tangga Pengugat dan 

Tergugat bermasalah sejak lama, kemudian berpisah tanpa pernah rukun lagi, hal 

mana menunjukkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 

kunjung membaik, bahkan memburuk, hal mana menunjukkan perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah 

ternyata antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan kondisi keuangan yang kurang, masalah mana 

tidak dapat lagi dicari jalan keluarnya karena hanya dapat selesai jika 

masing-masing dapat menerima, namun masing-masing tidak melakukannya dan 

masalah semakin bertambah dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat dan 

akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai, sedangkan upaya keluarga tidak 

mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya telah ternyata 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak utuh 

lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah 

terbukti  sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah 

nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan 

Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan 

rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang  tidak pernah 
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hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat  

dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah 

tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka   telah  terbukti antara Penggugat  dan Tergugat  terus menerus 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun 

lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan  perceraian 

sebagaimana  ditentukan pasal 19 huruf  f Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f  Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf  f 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf f  Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 

Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila 

telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan 

pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang 

dekat dengan suami istri; 

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat  

Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan 

dan pertengkaran antara Penggugat  dan Tergugat  telah jelas mempengaruhi 

keutuhan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat sebagaimana telah 

dipertimbangkan di atas; 

Menimbang, bahwa percerian adalah perbuatan yang makruh, namun 

dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika 

dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat karena Tergugat tidak lagi 

bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan madharat harus dihilangkan, maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk 

mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana 

tersebut dalam Fiqh Sunnah JUz 2 hal 288 yang selanjutnya diambil alih sebagai 

pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut: 
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ِِ ر. الضر ِأنِيزيلِهذاِ ي
ِمنِأجلِِوإنِعلىِالقاضر ي

أنِيفرقِالقاضر كِانِمنِالمقررِ وإذا

منِوجودِعيبِ لهاِ للزوجةِوظلماِ الغيبِبالزوجِفإنِعدمِالانفاقِيعدِأشدِإيذاءاِ

فاقِأولىبالزوج،ِفكانِالتفريقِلعدمِالان  

Artinya: “Hakim wajib untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan istri. 

Jika hakim boleh memisahkan suami istri karena suami lama 

menghilang, maka tidak memberi nafkah lebih menyakiti istri dan 

merupakan kezaliman untuknya, lebih menyakitkan dari pada sebatas 

adanya aib pada suami, maka wewenang hakim untuk memisahkan 

suami istri karena tidak memberi nafkah, lebih kuat. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan 

hukum sebagaimana ditentukan pasal  39  ayat  2 Undang-Undang  Nomor 1 

Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan  cerai 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat  tidak hadir  di persidangan tanpa 

alasan yang   sah,   dan    tidak    pula    menyuruh   orang    lain    

untuk    menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah 

memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. 

Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat 

tersebut dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam 

menentukan bahwa  talak  yang  dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah 

talak  bain  sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam 

Hasyiyah ad Dasuky ‘ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab 

Ushul al Murofa’at halaman 265 yang selanjutnya  diambil alih menjadi 

pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:  

كِانِبائنايأِِكمالحاِقعهوكلِطلاقِأوِ ي
القاضر  

Artinya:“Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  

terhadap Penggugat; 
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya 

yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada  Penggugat; 

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

M E N G A D I L I: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah oleh Uswatun 

Hasanah,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Pijar Alif 

Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana 

ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pdt.G/2022/PA.Ktbm 

tanggal 18 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu 

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingin para 

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa 

hadirnya Tergugat. 

 

Ketua Majelis 
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Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H. 

 

Hakim Anggota, 

 

 

Abdul Azis, S.Sy. 

Hakim Anggota, 

 

 

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. 

 

Panitera Pengganti 

 

 

 

Agus Dianningsih, S.H. 

 

Perincian biaya: 

1.  Pendaftaran   Rp30.000,00  
2.  Proses   Rp50.000,00 

3.  Panggilan   Rp400.000,00  
4.  PNBP Panggilan  Rp20.000,00  
5. PNBP Kuasa Rp10.000,00 

5.  Redaksi   Rp10.000,00  
6.  Meterai   Rp10.000,00  

     Jumlah Rp530.000,00 

     (lima ratus tiga puluh ribu rupiah )  
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